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PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM 
TERHADAP PENGANGKATAN ANAK 
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk 
mengetahui akibat hukum terhadap anak tersebut setelah diangkat. Metode 
pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian 
deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode  pengumpulan  
data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak ada 3 tahap yakni: Tahapan sebelum 
dilakukannya pengangkatan anak. Tahapan pelaksanaan pengangkatan anak. Tahap 
pencatatan pengangkatan anak. Selain itu juga ada akibat hukum yang timbul 
terhadap anak tersebut setelah di angkat, yakni akan menimbulkan hubungan hukum 
antara orang tua angkat dengan anak angkat, sehingga sama-sama menimbulkan hak 
dan kewajiban. 
Kata kunci: pengangkatan anak, anak angkat, dan akibat hukum.  
ABSTRACT 
This research aims to know the process of the implementation of the adoption on the 
basis of legislation in force in Indonesia, as well as to know the legal consequences 
of the appointed. The method of the approach that the author shared juridical 
normative approach is. The type of research used in this study the author is using 
this type of descriptive research Location research in the District Court of Surakarta. 
Method of data collection in this research study using the techniques of field studies 
and libraries. Based on the results of the research and the discussion then it can be 
inferred that the implementation process of adoption the child there are 3 stages of 
IE. Stages before he did the adoption of the child. Phase of the adoption. The 
recording phase of adoption. In addition there are also legal consequences arising 
against the son after the lift, i.e., will cause the legal relationship between the 
adoptive parents with adopted children, so equally give rise to rights and 
obligations. 
Keywords: adoption. adopted child. and legal consequences. 
 
1. PENDAHULUAN 
Membangun rumah tangga adalah hakikat suci yang ingin dicapai oleh setiap 
pasangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian yang selalu berusaha 
diwujudkan. Kebahagian tersebut salah satunya adalah dengan keberadaan anak 
sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan kadang muncul setelah 
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rumah tangga yang dijalani belum mendapatkan keturunan, bagaimanapun kehadiran 
anak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan keluarga, karena anak 
merupakan penerus generasi keturunan keluarga. Pengangkatan anak merupakan 
salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mendapatkan 
keturunan untuk tetap mempertahankan garis keturunan keluarga.  
Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan 
serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan 
hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam 
mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas 
budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan 
mengasihi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.
1
 Pengertian anak angkat 
sendiri adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orangtua 
angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk 




Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan 
seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain 
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut 
ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3
 Pengangkatan anak diharapkan 
dapat meneruskan keturunan keluarga dan dapat memberikan kebahagiaan di tengah-
tengah keluarga yang harmonis dalam lingkup keluarga kecil. Pengangkatan anak 
harus mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses 
pengangkatan anak tersebut, baik dari segi anak, orang tua kandung, maupun orang 
tua angkat. 
Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang benar agar 
keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat diakui secara hukum, hal tersebut 
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak melalui proses hukum 
harus ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Hubungan hukum yang timbul dalam 
                                                 
1
 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2011, hal 1. 
2
 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 5. 
3
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak Pasal 1 ayat (2). 
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pengangkatan anak salah satunya adalah hubungan keluarga, yakni hubungan antara 
anak angkat dengan orang tua angkat, dimana setelah adanya penetapan status anak 
angkat maka secara otomatis hubungan antara keduanya seperti hubungan anak 
dengan orang tua kandung. 
Salah satu akibat hukum dengan keberadaan anak angkat dalam kehidupan 
keluarga adalah timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dimana 
orang tua angkat berkewajiban memberikan kasih sayang maupun pemenuhan 
kebutuhan anak. Sedangkan anak angkat juga mempunyai kewajiban untuk 
menghormati dan menghargai serta merawat orang tua angkatnya di hari tuanya. 
Akibat hukum lainya adalah mengakibatkan kedudukan orang tua angkat dalam hal 
perkawinan anak angkatnya. Selain itu juga mengakibatkan kedudukan hukum anak 
angkat dalam hal warisan orang tua angkatnya. Segala hal yang berkaitan dengan 
akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak harus mampu dipahami sebagai 
konsekuensi dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai amanah dan tanggung 
jawab oleh orang tua angkat. 
Dari uraian tersebut di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui akibat 
hukum terhadap anak tersebut setelah diangkat. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normatif.
4
 Dimana penelitian ini akan meneliti tentang asas 
hukum, kaidah hukum tentang pengangkatan anak, sehingga dapat diketahui 
kedudukan hukum tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Tipe kajian 
dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian 
                                                 
4
 Pendekatan yuridis normatif, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan 
perundang – undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : 





 Penulis berupaya menggambarkan dan menganalisis proses 
pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap pengangkatan anak. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.   
Proses pelaksanaan pengangkatan anak oleh Pemohon, dapat dibagi menjadi 
3 (tiga) tahapan dalam melakukan pengangkatan anak, yaitu: 
1. Tahap Sebelum Dilakukannya Pengangkatan Anak 
Proses pelaksanaan Pengangkatan Anak secara umum dapat dilalui melalui 
beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Dimulai terlebih dahulu mengenai Tujuan dan Motif melakukan 
pengangkatan anak. 
Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan 
seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang 
lain yang bertanggung-jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 
anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
6
 Berdasarkan 
Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 12/Pdt.P 
/2004/PN.Ska Tujuan Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah: 
Tujuan dan motif Para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah 
Para pemohon sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak, oleh karena itu 
para pemohon sangat berkeinginan mempunyai anak. Para pemohon bersepakat 
mengangkat seorang anak perempuan yang bernama AGNES SRI GADENG 
PUTRI. 
Tujuan dan motif Para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah 
untuk menjamin kesejahteraan dan kehidupan anak yang lebih baik di masa 
depannya, karena anak yang diangkat bernama AGNES SRI GADENG PUTRI 
tersebut berasal dari orang tua kandungnya yang tidak mampu untuk merawat, 
dan menghidupi anak tersebut. 
                                                 
5
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 12. 
6
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak Pasal 1 ayat (2). 
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2) Calon Orang Tua Angkat (Pemohon) haruslah memenuhi persyaratan-
persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. 
Bagi calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak 




Adapun calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan 
anak dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 12/Pdt.P 
/2004/PN.Ska telah memenuhi syarat dalam Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
Para Pemohon telah mendapat persetujuan dalam proses pengangkatan 
seorang anak perempuan bernama FLORA RIFDAH AINIYYAH dari Yayasan 
Pemeliharaan Anak dan Bayi Surakarta, hal tersebut  berdasarkan Perjanjian 
Serah Terima Nomor 74/K/YPAB/XI / 2003 tanggal 21 November 2003. 
Para Pemohon telah memperlakukan FLORA RIFDAH AINIYYAH 
seperti anak kandung sendiri, hal tersebut dibuktikan oleh Pemohon dengan 
mengasuh anak perempuan tersebut sejak berusia kurang lebih 4 (empat) bulan 
yang secara resmi di serahkan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi 
Surakarta kepada Para Pemohon pada tanggal 21 Nopember 2003. 
Penghasilan Para Pemohon secara ekonomi sangat mencukupi serta 
mampu menghidupi anak angkatnya, yakni FLORA RIFDAH AINIYYAH dan 
menjamin kesejahteraan serta masa depan anak tersebut. 
3) Calon Orang tua Angkat (Pemohon) membuat dan mengajukan surat 
permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri yang 
mewilayahi domisili anak yang akan diangkat. 
Bagi Calon Orangtua Angkat (Pemohon) harus membuat dan 
mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan 
Negeri yang mewilayahi domisili anak yang akan diangkat, untuk mendapatkan 
suatu penetapan dari Pengadilan tersebut.
8
 
                                                 
7
 Mula Pangaribuan, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 22 
September 2016, Pukul 10:00 WIB. 
8
 Mula Pangaribuan, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 22 
September 2016, Pukul 10:00 WIB. 
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Adapun pengangkatan anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta Nomor: 12/Pdt.P /2004/PN.Ska para Pemohon telah membuat dan 
mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak sesuai domisili 
anak yang akan diangkat.  
Hal tersebut dapat dilihat, bahwa pada awalnya anak tersebut, yakni 
FLORA RIFDAH AINIYYAH adalah anak yang diasuh oleh YPAB di 
Surakarta, yang selanjutnya diserahkan dari SRI DWI DARYANTI pada 
tangga l9 Agustus 2003 kemudian diserahkan kepada Para Pemohon 
berdasarkan Surat Perjanjian Serah Terima tanggal 21 Nopember 2003 Nomor: 
74/K/YPAB/XI /2003, yang selanjutnya para Pemohon telah membuat dan 
mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
2. Tahap Pelaksanaan Persidangan Pengangkatan Anak 
Setelah syarat-syarat sudah lengkap semua, tahapan selanjutnya yaitu 
pelaksanaan persidangan pengangkatan anak dengan terlebih dahulu Pemohon 
membuat serta mengajukan surat permohonan pengangkatan anak tersebut ke 
Pengadilan. Dalam proses sidang di Pengadilan Negeri tentang pengangkatan 
anak ini bertujuan untuk membuktikan keyakinan dan kepastian hukum tentang 
status anak yang telah diangkat yang meliputi antara lain: 
1) Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Terhadap 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
Setelah Pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak 
di Pengadilan Negeri Surakarta. Permohonan tertanggal 15 Januari 2004 yang 
diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal: 21 
Januari 2004 dibawah No. 12/Pd t . P / 2 0 0 4 / PN. Ska dan surat permohonan 
pengangkatan anak sudah diterima dan teregisterasi di Pengadilan Negeri 
Surakarta, maka selanjutnya akan ditentukan jadwal pelaksanaan sidangnya., 
yang meliputi: 
a) Hakim memeriksa dan meneliti alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-
dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti 
tertulis berupa surat-surat yang bermeterai cukup, dilegalisir, yang terdiri 
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dari (Bukti P.1) sampai dengan (Bukti P.14) yang telah dicocokan dengan 
bukti aslinya, ternyata alat bukti tersebut telah sesuai. 
b) Hakim memeriksa dan mendengarkan langsung keterangan dari pihak-pihak 
yang bersangkutan (Saksi-Saksi), berdasarkan Penetapan pengangkatan 
anak Nomor 12/Pdt. P/2004/PN.Ska, guna menguatkan dan membuktikan 
permohonannya. Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa 
Hakim dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan 
agamanya masing-masing, saksi tersebut adalah: Saksi Wiranto dan 
Maryadi. 
Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan dan 
keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama lain ternyata saling 
bersesuaian, maka dapat diketahui tentang hasil pembuktian dan telah 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: (1) Bahwa Pemohon I dan 
Pemohon II telah menikah padat anggal 30 Maret 1995 di Kantor Urusan 
Agama Tebet Jakarta Selatan; (2) Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon 
sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak meskipun demikian kehidupan 
perkawinan kami bahagia dan telah siap untuk mempunyai anak; (3) Bahwa 
karena sangat berkeinginan mempunyai anak Para Pemohon bersepakat 
mengangkat seorang anak perempuan yang bernama AGNES SRI GADENG 
PUTRI; (4) Bahwa anak tersebut adalah anak yang diasuh oleh YPAB di 
Surakarta serahan dari SRI DWI DARYANTI pada tangga l9 Agustus 2003 
kemudian di serahkan kepada Para Pemohon berdasarkan Surat Perjanjian 
Serah Terima tanggal 21 November 2003 Nomor : 74/K/YPAB/XI /2003; (5) 
Bahwa anak perempuan yang bernama AGNES SRI GADENG PUTRI yang 
lahir di Surakarta pada tanggal 30 Juli 2003 tersebut setelah diserahkan kepada 
Para Pemohon, sehari-hari tinggal bersama Para Pemohon, diasuh, dipelihara 
dan dirawat oleh Para Pemohon selayaknya anak kandung Para Pemohon 
sendiri dan agar anak tersebut dikemudian hari menjadi anak sebagaimana 
harapan Para Pemohon sebagai orang tuanya, anak tersebut kemudian diberi 
nama FLORA RIFDAH AINIYYAH; (6) Bahwa maksud pengangkatan anak 
tersebut semata-mata adalah demi kepentin gan dan kesejahteraan anak 
tersebut dikemudian hari; 
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2) Pertimbangan Hakim dalam Menemukan dan Merumuskan 
Pertimbangan Hukumnya 
Dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap pemohon dan bukti-
bukti yang diajukan, Hakim dapat mengetahuai bahwa pemohon pengangkatan 
anak yang dilakukan tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi sang 
anak angkat.
9
 Adapun yang menjadai pertimbangan Hakim dalam merumuskan 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti P.12, ternyata 
bahwa Pemohon telah mengasuh anak perempuan yang dahulu bernama: 
AGNES SRI GADENG PUTRI sekarang bernama FLORA RIFDAH 
AINIYYAH sejak anak tersebut berusia kurang lebih 4 (empat) bulan yang 
secara resmi di serahkan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Surakarta 
kepada Para Pemohon pada tanggal 21 Nopember 2003. 
Berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan bukti P.5 dan 
keterangan saksi-saksi Para Pemohon secara ekonomi mampu menghidupi 
anak angkatnya FLORA RIFDAH AINIYYAH dan menjamin kesejahteraan 
serta masa depan anak tersebut. 
Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti P.1 
s/d P.14 serta hasil pengamatan dipersidangan tentang kehidupan Para 
Pemohon, status sosial serta kesanggupan Para Pemohon untuk 
memperlakukan FLORA RIFDAH AINIYYAH seperti anak kandung sendiri 
dengan segala akibat hukumnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat 
kesejahteraan, pendidikan serta masa depan anak tersebut (FLORA RIFDAH 
AINIYYAH) akan lebih baik dan lebih terjamin didalam asuhan Para Pemohon. 
3) Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Penetapan tentang 
Pengangkatan Anak 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas yang pada intinya 
permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon memang cukup 
beralasan menurut hukum yang berlaku.
10
 Sehingga Hakim yang memeriksa 
                                                 
9
 Mula Pangaribuan, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 22 
September 2016, Pukul 10:00 WIB. 
10
 Mula Pangaribuan, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 22 
September 2016, Pukul 10:00 WIB. 
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permohonan tersebut memberikan/menjatuhkan putusan yang amar 
penetapannya berbunyi sebagai berikut: (1) Mengabulkan Permohonan Para 
Pemohon untuk seluruhnya. (2) Menyatakan sah Pengangkatan anak yang 
dilakukan oleh Para Pemohon bernama HUTAMA WISNU. SH dan Dra. 
ROFIQOH beralamat di Jl. Sangihe No.21 Kepatihan wetan Surakarta terhadap 
anak perempuan yang dahulu bernama AGNES SRI GADENG PUTRI 
sekarang bernama FLORA RIFDAH AINIYYAH lahir di Surakarta pada 
tanggal 30 Juli 2003. (3) Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta untuk melakukan pencatatan 
tentang perubahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut di atas dalam 
Akte Kelahiran yang digunakan untuk itu. (4) Membebankan biaya 
permohonan ini kepada Pemohon, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar 
Rp.94 .000 (Sembilan puluh empat ribu rupiah). 
Berdasarkan isi dari Penetapan tersebut diatas terlihat bahwa Hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabulkan Permohonan pengangkatan 
anak yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga dengan terkabulnya permohonan 
tersebut, anak angkat perempuan tersebut yang bernama AGNES SRI 
GADENG PUTRI sekarang bernama FLORA RIFDAH AINIYYAH telah sah 
secara hukum menjadi anak angkat dari Pemohon pasangan suami isteri yang 
bernama bernama HUTAMA WISNU.SH dan Dra.ROFIQOH. 
3. Tahap Pencatatan Pengangkatan Anak 
Pencatatan Pengangkatan Anak di Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 
yaitu:
11
 (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan 
pengadilan di tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengangkatan anak 
sebagimana dimaksud diatas wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. (3) 
Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir 
pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.  
 
                                                 
11
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47. 
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3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Anak Tersebut Setelah Diangkat 
Pengangkatan anak yang sah, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu:
12
Akan 
menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, 
seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri, yang dapat berupa: (1) 
Adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan 
yang adil antara anak kandung dengan anak angkat. (2) Timbulnya hak dan 
kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan 
kewajiban antara orang tua dengan anak kandungnya: (a) Dari Pihak Orang Tua, 
yakni Orang Tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut 
dengan sebaik-baiknya. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang, 
memberikan nafkah pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala 
kebutuhannya, serta juga tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua 
angkatnya. (b) Dari Pihak Anak Angkat yakni, Anak Angkat mempunyai kewajiban 
untuk menghormati dan menghargai orang tua angkat, seperti layaknya orang tua 
kandung. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan 
merawat orang tua pada saat di hari tuanya.  
Selain dari akibat-akibat hukum yang telah tersebut diatas, bahwa memang 
Pengadilan Negeri sudah merumuskan mengenai akibat-akibat hukum yang timbul 
dari suatu pengangkatan anak yaitu antara lain sebagai berikut:
13
 (1) Terhadap 
hubungan nasab/hubungan darah, yakni mengenai hubungan ini dipandang sulit 
untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. (2) Terhadap hak 
mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yakni dalam hal waris telah secara 
tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua 
kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. (3) 
Terhadap hubungan perwalian, yakni Dalam hubungan perwalian ini semula dengan 
orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai 
sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan 
kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya. (4) Terhadap 
                                                 
12
 Mula Pangaribuan, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 22 
September 2016, Pukul 10:00 WIB. 
13
 Mula Pangaribuan, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 22 
September 2016, pukul 10:00 WIB. 
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hubungan mahrom, yakni anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban 
yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri.  
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan dengan beberapa tahapan, 
yakni: (1) Tahapan sebelum dilakukannya pengangkatan anak, yakni orang tua 
angkat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan, serta calon orang tua angkat harus membuat dan mengajukan 
surat permohonan pengesahan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri 
yang mewilayahi domisili anak yang bersangkutan. (2) Tahapan pelaksanaan 
pengangkatan anak, yakni tahapan pelaksanaannya harus melalui persidangan di 
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hakim sebagai rekomendasi dalam 
meminta putusan akta tentang anak yang telah diangkat. (3) Tahap pencatatan 
pengangkatan anak, yakni setelah pemohon mendapatkan penetapan pengangkatan 
anak, kemudian pemohon mengajukan akta tentang pengangkatan anak yang 
diajukan ke pencatatan sipil dinas kependudukan yang mewilayahi domisili anak 
angkat tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan status hukum bagi anak 
angkat serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat yang 
telah menjadi anak dari orang tua angkatnya. 
Kedua, akibat hukum yang timbul terhadap anak tersebut setelah di angkat, 
yakni akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak 
angkat, sehingga sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban. Seperti kewajiban 
orang tua angkat untuk memelihara dan mendidik anak angkat selayaknya anak 
kandung sendiri, serta kewajiban anak angkat untuk menghormati dan menghargai 
orang tua angkat selayaknya orang tua kandung. Serta menimbulkan hak mewaris. 
4.2 Saran 
Pertama, diharapkan bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan 
anak harus mengerti dan sadar mengenai tanggung-jawab dalam pengangkatan anak 
tersebut, dimana tujuan dan motif pengangkatan anak semata-mata demi kepentingan 
dan kesejahteraan anak angkat. 
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Kedua, diharapkan bagi Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan 
dalam menetapkan pengangkatan anak, untuk lebih cermat dan teliti dalam 
memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak, agar 
pengangkatan anak tersebut, benar-benar mempunyai tujuan untuk kepentingan yang 
terbaik bagi perkembangan dan kesejahteraan anak angkat tersebut.  
Persantunan 
 Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya 
persembahkan kepada pertama, orang tua tercinta yang telah memberikan kasih 
sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, kedua, 
dekan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini, ketiga, 
pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan 
karya ilmiah ini, keempat, dosen-dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang selama ini sudah mendidik serta memberikan ilmu selama di 
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